KEPALA DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LAWANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang

Mengingat

DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAWANGREJO,

bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik pada Badan Publlik Desa
sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi pada Pemerintah Desa di Kabupaten
Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten

Pemalang;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1899);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 Nomor 1);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
116);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi pada Pemerintah Desa di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang Tahun 3 Nomor 2018).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWANGREJO

Menetapkan

dan
KEPALA DESA LAWANGREJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA  LAWANGREJO KECAMATAN  PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1k

2:

3.
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Desa adalah Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Lawangrejo
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis
Lapangan.

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa
dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
Lawangrejo = Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat
BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa
Lawangjaya Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang.

Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya
disebut BKAD adalah badan yang dibentuk atas
dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu
kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-
Desa.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.
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Informasi Publik Desa adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan Informasi Publik Desa.

Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik
Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang
dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.
Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta adalah Informasi Publik Desa
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara
luas kepada masyarakat Desa melalui media
informasi yang dimiliki Desa.

Informasi Publik Desa yang Tersedia Setiap Saat
adalah Informasi Publik Desa yang wajib disediakan
oleh Pemerintah Desa dan diberikan melalui
pengajuan permohonan Informasi Publik Desa.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi
publik serta Dberbagai sarana atau fasilitas
penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang
bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
Daftar Informasi Publik Desa yang selanjutnya
disingkat DIP Desa adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh
Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan
Badan Publik Desa tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Daftar Informasi yang Dikecualikan Desa yang
selanjutnya disingkat DIK Desa adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
informasi dan dokumentasi yang berada di bawah
penguasaan Pemerintah Desa, yang tidak tidak bisa
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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Uji Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan
saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Sistem Informasi Desa adalah sekumpulan
perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya
manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi
secara  sistematis  dan terintegrasi untuk
mengumpulkan, mengolah, mengumumkan, dan
menyajikan Informasi Publik Desa.

Pemohon Informasi Publik Desa yang selanjutnya
disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan
permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa,

BAB III
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 3

Pelayanan Informasi Publik Desa dilaksanakan dengan
prinsip mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan
dengan cara sederhana.



Pasal 4

Dalam rangka pengelolaan Informasi Publik Desa,
Pemerintah Desa wajib:

a.

b.
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(2

(1)
(2)
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menyediakan dan melakukan pelayanan Informasi
Publik Desa;

menganggarkan pembiayaan secara memadai untuk
pelayanan Informasi Publik Desa;

menyediakan sarana dan prasarana layanan
Informasi Publik Desa; dan

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala
Daftar Informasi Publik Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik Desa, Kepala Desa
menunjuk dan menetapkan Pengelola Informasi
Publik Desa.

Struktur organisasi Pengelola Informasi Publik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
. Atasan PPID Desa,
. PPID Desa;
. Sekretariat PPID Desa;
. Bidang Pengolahan Informasi;

Bidang Pelayanan Informasi; dan

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
Bagan Struktur Organisasi Pengelola Informasi
Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Desa ini.

o A0 TP

Pasal 6

Kepala Desa adalah Atasan PPID Desa.

Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa sebagai PPID
Desa.

Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa
dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa
lain yang dianggap mampu sebagai PPID Desa.

PPID Desa bertanggung jawab kepada Atasan PPID
Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Desa dibantu
oleh Perangkat Desa lain yang bertanggung jawab di
bidang pengolahan infomasi, pelayanan informasi,
dan fasilitasi sengketa informasi.



Pasal 7

Atasan PPID Desa bertanggung jawab:

a.

mengoordinasikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa;
menetapkan susunan Pengelola Informasi Publik
Desa,;

menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Desa;
menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan
(DIK) Desa;

memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; dan
menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang
dibentuk oleh PPID Desa.

Pasal 8

PPID Desa bertanggung jawab:

a.

mengoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa
yang berada di Badan Publik Desa; dan

. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh

Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan
Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.
Pasal 9

PPID Desa bertugas:

a.

mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi
Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik
Desa;

. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa

yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk
pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi
Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan
masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1
(satu) kali dalam sebulan;

mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik
Desa melalui media yang secara efektif dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat;

. mengoodinasikan penyampaian Informasi Publik

Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh
penduduk setempat;



. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat

diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan
Badan Publik Desa;

melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi
Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan
Informasi Publik ditolak;

. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik

Desa yang dikecualikan beserta alasannya;
melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa
dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik Desa;

melakukan  rekapitulasi jumlah  permohonan
Informasi Publik Desa, jumlah permohonan informasi
yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan
jumlah sengketa informasi; dan

. menyusun laporan layanan informasi Desa.

Pasal 10

PPID Desa berwenang:

a.

mengoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

. memutuskan suatu Informasi Publik Desa dapat atau

tidak dapat diakses publik berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf f;

menolak permohonan Informasi Publik Desa secara
tertulis apabila Informasi Publik Desa yang dimohon
termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia
dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang
hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi di bawah wewenang dan koordinasinya
untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik Desa secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan
dalam hal Badan Publik Desa memiliki pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi.

Pasal 11

Sekretariat bertugas:

a.

b.

memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan informasi; dan

membantu PPID Desa dalam menyusun layanan
informasi publik.



Pasal 12

Bidang Pengolahan Informasi bertugas:

a.

membantu PPID Desa untuk menyusun tanggapan
dan kelengkapan data/informasi yang diminta
pemohon informasi;
membantu PPID Desa dalam proses penyusunan DIP
Desa dan DIK Desa;

membantu PPID Desa dalam memutakhirkan secara
berkala DIP Desa dan DIK Desa atas seluruh
informasi publik yang dikelola;

membantu PPID Desa dalam melaksanakan
kewajiban mengumumkan Informasi Publik Desa;
dan

mengelola dokumen/arsip informasi desa.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Informasi bertugas:

a.

b.

memberikan pelayanan informasi sebagai petugas di
Meja Informasi;

menerima dan memverifikasi berkas permohonan
Informasi Publik Desa dan keberatan yang diajukan
oleh Pemohon informasi;

mencatat permohonan Informasi Publik Desa dan
keberatan dalam register permohonan dan register
keberatan;

membuat dan mengumpulkan laporan tentang
pelayanan Informasi Publik Desa;

menyimpan dan mendokumentasikan arsip
pelayanan Informasi Publik Desa; dan

menyiapkan Informasi Publik Desa untuk diakes oleh
masyarakat.

Pasal 14

Bidang Fasilitasi Sengketa bertugas:

a.

membantu PPID Desa dalam menyusun rancangan
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;

. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

dalam proses penyelesaikan sengketa informasi
publik;

menyiapkan  bahan-bahan  untuk  kebutuhan
persidangan sengketa informasi publik; dan

. membantu PPID Desa dalam menyusun laporan

penanganan dan hasil penyelesaian sengketa
informasi publik.

Pasal 15

(1) PPID Desa wajib membantu menghitamkan atau

mengaburkan materi informasi yang dikecualikan
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik
Desa yang akan diberikan kepada publik
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3)

(1)
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PPID Desa tidak dapat menjadikan pengecualian
sebagian informasi dalam suatu salinan Infon_naSI
Publik Desa sebagai alasan untuk mengecuahkan'
akses publik terhadap keseluruhan salinan Infomasi
Publik Desa;

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan
informasi, PPID Desa wajib memberikan _alasan
terhadap masing-masing hal atau materi yang
dihitamkan atau dikaburkan.

BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Setiap orang berhak memperoleh Inforr'ngsi Pubhlf

Desa dengan cara melihat, mengetahui informasi,

dan mendapatkan salinan Informasi Publik;

PPID Desa wajib memenuhi hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. pengumuman Informasi Publik Desa;

b. pelayanan Informasi Publik Desa berdasarkan
permohonan; dan

c. penyediaan akses Informasi Publik Desa.

Pasal 17

PPID Desa wajib mengumumkan Informasi Publik
Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengumuman Informasi Publik Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) diumumkan secara berkala
sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman
dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Informasi

Pasail 18

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan
Publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat
diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan
Informasi Publik Desa.

Setiap Pemohon dapat mengajukan permohonan
informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada
PPID Desa.
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(2)

Pasal 19

Tata cara permohonan Informasi Publik Desa secarad

tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18

adalah sebagai berikut:

a. pemohon informasi mengajukan surat
permohonan secara resmi sesuai dengan format
permohonan informasi publik dilengkapi dengan
foto kopi KTP atau identitas diri lainnya; ;

b. PPID Desa menerima permohonan informasi
publik;

c. dalam hal permohonan tidak lengkap, PPID Desa
dapat meminta kepada pemohon untuk
melengkapi;

d. PPID Desa melakukan pencatatan dengan
formulir permohonan Informasi Publik Desa
dalam dua rangkap; dan <

e. PPID Desa memberikan rangkap kesa'tu isian
formulir permohonan Informasi Publik Desa
sebagai tanda terima kepada pemohon; :

f. PPID Desa mencatat permohonan Informasi
Publik Desa dalam Register Permohonan.

Tata cara permohonan Informasi Publik Desa secara

tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18

adalah sebagai berikut :

a. pemohon informasi mengajukan permohonan
informasi publik dengan melengkapi persyaratan
berupa foto kopi KTP atau identitas diri lainnya;

b. melakukan  pencatatan  dengan formulir
permohonan Informasi Publik Desa dalam dua
rangkap;

c. PPID Desa memberikan rangkap kesatu isian
formulir permohonan Informasi Publik Desa
sebagai tanda terima kepada Pemohon;

d. PPID Desa mencatat permohonan Informasi
Publik Desa dalam Register Permohonan.

Contoh formulir permohonan Informasi Publik Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

Contoh Register Permohonan sebagaimana dimaksud

pada pada (1) dan ayat (2) Lampiran III Peraturan

Desa ini.

Pasal 20

PPID Desa wajib menyampaikan tanggapan atas
permohonan Informasi Publik Desa dalam bentuk
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi
publik diterima;

Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) berupa

a. informasi yang dimohon berada di bawah

penguasaannya atau tidak;



b. penerimaan atau penolakan permohonan
informasi dengan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format infomasi yang akan
diberikan;

d. biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang dimohon; dan/atau

e. perpanjangan waktu untuk penyampaian
pemberitahuan bahwa permohonan diterima
atau ditolak.

(3) Dalam hal PPID Desa memberitahukan
perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, PPID Desa wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja berikutnya

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian Informasi Publik

Pasal 21

Penyampaian Informasi Publik Desa dapat dilakukan

melalui:

(1) Iangsung;

(2) kurir;

(3) pos;

(4) faksimile;

(5) surat elektronik;

(6) internet; dan/atau

(7) perangkat teknologi informasi dan komunikasi
lainnya.

BAB 1V
PENGECUALIAN INFORMASI

Pasal 22

(1) PPID Desa melakukan uji konsekuensi sebelum
menyatakan suatu Informasi Publik Desa sebagai
informasi yang dikecualikan.

(2) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam musyawarah Desa.

(3) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib didasarkan pada dasar hukum atau
peraturan perundang-undangan yang secara jelas
menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

(4) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam DIK Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.



(5) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dasar hukumnya harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat
pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi
Publik Desa.

BAB VI
BIAYA

Pasal 23

(1

—

PPID Desa dapat mengenakan biaya untuk
mendapatkan salinan Informasi Publik Desa sesuai
dengan informasi yang diminta;

{2) PPID Desa menetapkan standar biaya perolehan

salinan Informasi Publik yang terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik Desa;

b. biaya pengiriman Informasi Publik Desa, jika
dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan/atau

c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi
Publik Desa yang di dalamnya terdapat informasi
pihak ketiga.

Pasal 24

(1) PPID Desa menetapkan tata cara pembayaran
perolehan salinan Informasi Publik Desa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(2) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti
penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan
informasi secara terinci kepada Pemohon.

BAB Vil
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 25

(1) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara
tertulis berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a.penolakan atas permintaan Informasi Publik Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b.tidak disediakannya Informasi Publik Desa
Berkala;



(2)

@)

(1)

(2)

(1)

(2)

c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik
Desa;

d.permintaan Informasi Publik Desa ditanggapi
tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik
Desa;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik Desa melebihi
waktu yang telah ditetapkan.

Keberatan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) dapat diselesaikan secara

musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 26

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID Desa dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Desa melalui
PPID Desa.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang
cakap di hadapan hukum.

Pasal 27

PPID Desa mengumumkan tata cara pengajuan
keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor
kontak PPID Desa.

PPID Desa dapat menggunakan sarana komunikasi
yang efektif dalam menerima keberatan sesuai
dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasal 28

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara
mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh
PPID Desa.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara
tidak tertulis, PPID Desa membantu Pemohon yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa dari Pemohon untuk mengisi formulir
keberatan, kemudian memberikan nomor registrasi
pengajuan keberatan.



3)

(1)
(2)

(1)

PPID Desa wajib memberikan salinan formulir
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Pemohon yang mengajukan keberatan atau
kuasanya sebagai tanda terima pengajuan
keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Desa ini.

Pasal 29

PPID Desa mencatat pengajuan keberatan dalam
register keberatan;

Contoh Register Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 30

Atasan PPID Desa wajib memberikan tanggapan

dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan

kepada Pemohon yang mengajukan keberatan atau

pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak pengajuan keberatan tersebut

dicatat dalam register keberatan;

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas
keberatan;

. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID Desa

atas keberatan yang diajukan;

d. perintah Atasan PPID Desa kepada PPID Desa

untuk memberikan sebagian atau seluruh
Informasi Publik Desa yang diminta dalam hal
keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah

sebagaimana dimaksud pada huruf d.



(3) PPID Desa wajib melaksanakan keputusan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemohon tidak puas dengan tanggapan
dari Atasan PPID Desa, Pemohon dapat mengajukan
sengketa kepada Komisi Informasi.

(2) Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak puas
dengan Keputusan Komisi Informasi, pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah
Agung sebagai upaya terakhir.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 32

(1) PPID Desa membuat dan menyediakan Laporan
Layanan Informasi Publik Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran

berakhir.
(2) PPID Desa membuat laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
a. ringkasan mengenai gambaran umuim

pelaksanaan layanan Informasi Publik Desa; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran
utuh pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari Informasi Publik Desa yang
wajib tersedia setiap saat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik Desa di lingkungan
Pemerintah Desa Lawangrejo dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lawangrejo
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